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UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah dan Peraturan
Pelaksanaannya.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kudus.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak
Penerangan Jalan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang
Burung Walet.

Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kudus.

1. Memiliki kemampuan dasar mengolah data sederhana
2. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
3. Mengetahui Sistem Aplikasi SIMPADA dan SIMBPHTB

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN
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SOP Permohonan Nomor Wajib Pajak Daerah

Komputer
Printer
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3. Alat Tulis Kantor

4. Jaringan Internet

5. Aplikasi SIMPADA dan SIMBPHTB

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pembayaran pajak daerah

tidak terealisasi maka akan mempengaruhi

pendapatan pemerintah terutama disektor pajak daerah

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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melakukan approve SPTPD yang ada didalam
sisem eSPTPD sehingga terbit Id Billing
sebagai media pembayaran wajib pajak ke
Bank Persepsi
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1. | Mengecek system eSPTPD untuk mengetahui « SPIPD | 5 menit
apakah ada data SPTPD yang masuk. ¢ Dokumen
pendukung
2. | Apabila ada SPTPD yang masuk dalam sistem s SPTPD 5 menit |
eSPTPD, melaporkan ke Kepala Subbidang ¢ Dokumen
perencanaan dan penetapan. Pendukung
3. | Menerima laporan  data SPTPD dan 3 e Data 5 menit | « SKPD
melaporkannya ke kepala bidang pendapatan SPTPD
untuk dilakukan verifikasi.
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melaporkannya ke kepala badan untuk < SPTPD
dilakukan verifikasi
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